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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan keseluruhan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

diuraikan penulis berkesimpulan bahwa  

1. Kelancaran  dan proses pemberian  pelayanan perijinan bagi para 

investor dan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif 

dan menarik bagi para investor guna berinvestasi  di Provinsi Papua 

perlu menyederhanakan prosedur pelayanan perizinan ke arah yang 

lebih efektif dan efesien berdasarkan Peraturan Mendagri Nomor 24 

Tahun 2006 yang mengatur tentang pelaksanaan pelayanan satu pintu 

di kabupaten/kota maka    melalui kebijakan Pemerintah Provinsi 

Papua dengan mengesahkan, Rancangan Peraturan Gubernur Provinsi 

Papua Tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di provinsi 

Papua, Rancangan Perturan Gubernur Tentang Pelimpahan Sebagian 

Wewenang Gubernur Provinsi Papua Kepada Sekertaris  Daerah, 

Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Pembentukan Tim Pelaksana 

Teknis Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua.  

            2  Hambatan-Hambatan dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2007 tentang Penanaman Modal maka perlu  disertai dengan 

peraturan pelaksana dari Undang-undang tersebut sebagai acuan dalam 

melaksanakan kebijakan dalam bidang investasi bagi pemerintah 
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daerah Provinsi kab/kota terutama instansi teknis pengelola investasi 

didaerah serta hambatan-hambatan yang selama ini di alami 

Pemerintah Provinsi Papua  dalam Bidang Investasi antara lain, masih 

terjadinya kesimpang siuran pelayanan penanaman modal antara 

BKPM dan Daerah yang menimbulkan ketidak pastian hukum bagi 

investor, masalah kepemilikan tanah ulayat sampai saat ini belum ada 

kebijakan yang pasti dari Pemerintah Daerah sehingga untuk 

pemberian lahan kepada investor masih terkendala,Untuk 

menempatkan investor, masih terkendala dengan izin pelepasan 

kawasan yang masih menjadi kewenangan Departemen Kehutanan 

(Pusat), Belum tersedianya data potensi Provinsi Papua yang akurat, 

Rendahnya dukungan sarana/prasarana untuk kegiatan investasi, 

Masih adanya birokrasi yang panjang dalam pengurusan perizinan 

Daerah, Rendahnya pelaporan perusahaan kepada Daerah khususnya 

perusahaan yang persetujuan penanaman modalnya ditertibkan oleh 

BKPM sehingga kegiatan perusahaan tidak terpantau oleh Daerah, dan 

keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan 

investasi di Pemerintah Provinsi Papua. 

B. Saran 

        Berdasarkan hasil Penelitian dan Pembahasan Penulis mencoba  meberikan 

saran kepada Pemerintah dalam rangka pelaksanaan kebijakan investasi di 

Provinsi Papua adalah : 
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1. Dalam rangka Pelaksanaan kebijakan investasi di Provinsi Papua 

pemerintah Provinsi Papua segera  membuat Peraturan Daerah (PERDA) 

yang Khusus mengatur  tentang Investasi (Penanaman Modal) di Provinsi 

Papua. 

2. Segera menyelenggarakan pelayanan penanaman modal satu pintu atau 

atap (one stop service) di Provinsi Papua. Dan hendaknya bagi investor 

yang melaksanakan penanaman modal harus lebih dulu 

mempresentasikan rencana kegiatan penanaman modal kepada 

pemerintah daerah.    
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